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Abstrak
 

Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya

disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP

dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang

mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan

penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia

Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana

alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan

kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini

menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan

dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16

jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok

Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP

beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan

Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

 

Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses

institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui

kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu

beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran

tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses

institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui

kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu

beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran

tersebut.

 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik

studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan

(Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana

Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat

BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat

BAKORNAS PB).
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Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan

BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang

koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di

lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para

perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak

mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan

kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan

BAKORNAS PBP.

 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta

otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP

terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran

Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses

?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang

mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja

organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman

tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan

organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-

masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan

kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan.


